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Abstrak
 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk mencapai kehidupan yang lebih

baik dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pelaksanaan Pilot Proyek PPMS di Kota Bekasi

merupakan upaya pemerintah yang diinisiatifi oleh Depkimpraswil dalam menangani permasalahan squatter

di daerah, yang bertujuan untuk membantu pemerintah Kota Bekasi dalam merumuskan dan menyiapkan

kebijakan penanganan squatter serta mengoptimalkan potensi masyarakat squatter melalui upaya

pemberdayaan masyarakat yang merupakan konsep dasar dari kebijakan Pilot Proyek PPMS tersebut.

 

Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai proses pemberdayaan masyarakat squatter

melalui pelaksanaan Pilot Proyek PPMS di Kawasan sekitar TPA Bantargebang Kelurahan Cikiwul

Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, yang dilhat dari tahap persiapan dan pelaksanaan kegitan program,

dan kebijakan yang telah dihasilkan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam rangka penanganan squatter sebagai

strategi penanganan squatter. Serta untuk memperoleh gambaran mengenai hambatan atau kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan Pilot proyek PPMS tersebut.

 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif

dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian mengambil sampel pelaksanaan Pilot Proyek PPMS pada

kawasan sekitar TPA Bantargebang Keturahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi. Dalam

menentukan informan penulis menggunakan teknik Purposive sampling yaitu Sekretaris TKPP PPMS Kota

Bekasi, P30K, KMK dan Fasiliotator, Aparat Kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat squatter.

 

Temuan penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan Pilot Proyek PPMS di kawasan sekitar TPA

Bantargebang Kelurahan Cikiwul telah mencerminkan adanya proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini

terlihat setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi lanjutan pada masyarakat squatter melalui rembug warga

tingkat kelurahan. Mulai tumbuh inisiatif dan prakarsa serta keikutsertaan dan partisipasi yang

ditunjukkannya dalam tahapan penyusunan Rencana Tindak Masyarakat Squatter (RIMS) dengan

menentukan sendiri kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka (felt needs) yang

meliputi perbaikan legalitas sosial, penguatan ekonomi dan perbaikan hunian dan lingkungan. Keadaan ini

ditunjang oleh peran community worker yang ditunjukkan oleh Fasilitator dan KMK yang senantiasa

mendampingi masyarakat dan pemerintah Kota Bekasi dengan memberikan bantuan pendampingan dan

bimbingan teknis sesuai dengan tahapan kegiatan program.

 

Untuk memudahkan proses pemberdayaan masyarakat selanjutnya dilakukan pembentukan Kelompok

Swadaya Masyarakat (KSM) yang didasarkan atas anggota dalam "lapak" dan dilatarbelakangi oleh
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kesamaan mata pencaharian masyarakat squatter sebagai "pemulung". Kemudian sebagai lembaga

representasif yang mewadahi seluruh kepentingan dan aspirasi KSM tersebut dibentuk Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM). Dengan terbentuknya KSM dan BKM ini maka kegiatan penggalian gagasan

(assessment) akan lebih mudah dilakukan. Begitu pula dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan

selanjutnya terlihat adanya partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat squatter dalam menyukseskan

pelaksanaan program. Adapun kebijakan yang telah dihasilkan dalam rangka penanganan permasaiahan

squatter di Kota Bekasi tertuang dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 64.A tahun 2004 mengenai

Startegi Penanganan Squatter (SPS) Kota Bekasi Tahun 2004-2008 yang ditekankan pada "Penataan Fungsi

Ruang dan Kawasan". Selanjutnya dalam menunjang pelaksanaan Pilot Proyek PPMS di lokasi sasaran pada

kawasan sekitar TPA Bantargebang Kelurahan Okiwul telah dihasilkan Keputusan Walikota Bekasi

No.400/Kep.226-Bappeda/VI/2003 tentang Pembentukan Institusi PPMS di Kota Bekasi.

 

Meskipun pelaksanaan Pilot Proyek PPMS telah berjalan sesuai dengan kebijakan program yang telah

ditetapkan, namun masih saja ditemui adanya kendala-kendala baik internal maupun eksternal. Kendala

internal masyarakat meliputi sumber daya manusia dan perilaku dan kebiasaan hidup masyarakat pemulung.

Sementara kendala eksternal berupa persepsi negatif unsur stakeholder terhadap keberadaan program,

kurangnya Koordinasi, serta konsistensi kebijakan pemerintah terhadap penanganan squatter.

 

Untuk itu diperlukan perbaikan terhadap beberapa hal oleh seluruh stakeholder pelaksana kegiatan baik oleh

pemerintah maupun masyarakat dengan bersama-sama menciptakan upaya win-win solution dan pada

akhirnya pelaksanaan Pilot Proyek PPMS dapat mendukung perkembangan pembangunan di wilayah Kota

Bekasi.


